BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN
Penelitian ini menyoroti praktik penyelenggaraan seni pertunjukan Jaranan di
Kabupaten Kediri sebagai ranah sosial budaya yang kompleks, di mana kebijakan
formal, ekspresi komunitas, dan dinamika konflik saling berkelindan. Berdasarkan

hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penyelenggaraan seni pertunjukan Jaranan di
Kabupaten Kediri masih bersifat struktural dan minim partisipasi kultural.
Regulasi seperti Perbup No. 41 Tahun 2022 dan Perda No. 2 Tahun 2020 belum
diikuti oleh petunjuk teknis yang responsif terhadap praktik di lapangan.
Pemerintah daerah menunjukkan kapasitas analitis yang  lemah  dalam
mendiagnosis potensi konflik, kapasitas operasional yang belum menyediakan
SOP yang sesuai dengan konteks seni tradisional, dan kapasitas politis yang
belum menunjukkan komitmen kebudayaan secara aktif.

2. Komunitas seni memainkan peran sentral dalam mengisi kekosongan kebijakan
melalui tata kelola informal berbasis pengalaman. Kelompok seperti PASJAR,
DK4, dan komunitas individual menyusun aturan internal, sistem keamanan
mandiri, dan adaptasi waktu serta lokasi pentas tanpa panduan dari negara.
Mereka mengambil alih sebagian besar fungsi negara dalam hal mitigasi risiko
dan pelestarian nilai simbolik, meskipun tidak memiliki legitimasi struktural

yang diakui.
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3. Konflik sosial dalam pertunjukan Jaranan bersifat struktural dan simbolik, bukan
sekadar gangguan keamanan. Konflik muncul akibat kaburnya batas antara
ruang sakral dan publik, hilangnya nilai ritus dalam praktik kesurupan, dan
perubahan perilaku audiens yang kini lebih interaktif, digital, dan emosional.
Temuan lapangan mengonfirmasi kerangka arena produksi budaya (Bourdieu,
1993) bahwa Konflik juga mencerminkan perebutan makna antara pelaku dan
penonton dalam arena produksi budaya.

4. Upaya mediasi dan resolusi konflik masih bergantung pada mekanisme informal
dan kearifan lokal. Slametan, nyadran, dan mediasi kekeluargaan memainkan
peran penting dalam meredam konflik, tetapi belum diakomodasi dalam
kebijakan formal. Negara belum membangun ruang kolaboratif untuk merawat

dimensi simbolik dan spiritual dalam kesenian ini.

Secara keseluruhan, seni pertunjukan Jaranan menghadapi dilema antara
pelestariannilai simbolik dan tuntutan adaptasi dalam lanskap budaya kontemporer.
Kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu memfasilitasi pergeseran -ini, dan
dalam situasi tersebut, komunitas menjadi agen utama pelestarian meski dalam

posisi yang tidak setara secara kelembagaan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan sejumlah saran yang
ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam praktik maupun pengambilan

keputusan kebijakan budaya:
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1. Bagi Pemerintah Daerah menyusun SOP penyelenggaraan seni tradisional
berbasis partisipatif yang melibatkan komunitas Jaranan, tokoh adat, dan aparat
keamanan. SOP ini harus mengakomodasi unsur simbolik, ritus, serta kebutuhan
teknis pengelolaan kerumunan; Membentuk forum konsultasi budaya lintas
kelembagaan (Dinas Kebudayaan, Polres, PASJAR, DK4, dankomunitas
Jaranan di Kediri) secara periodik untuk merespons dinamika pertunjukan secara
tepat.

2. Bagi komunitas seni Jaranan memperkuat struktur organisasi internal seperti
PASJAR agar memiliki data berbasis komunitas, mekanisme pengawasan
anggota, dan sistem pelaporan insiden; Mengembangkan kode etik pentas
bersama, termasuk pembatasan waktu, larangan konsumsi alkohol, dan protokol
kesurupan yang menjaga nilai dan keamanan

3. Bagi institusi pendidikan dan media sosial, mengintegrasikan edukasi mnilai
budaya lokal termasuk praktik Jaranan dalam kurikulum muatan lokal, serta
memproduksi konten digital yang menonjolkan makna simbolik, bukan hanya
sisi_hiburan ekstrem:Mengembangkan kerja sama antara komunitas seni dan
pembuat - konten untuk membingkai pertunjukan secara bermartabat dan
edukatif.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya perlu dilakukan studi longitudinal tentang transformasi
makna kesurupan dalam dua dekade terakhir serta respons audiens digital
terhadap seni tradisi; disarankan menggunakan pendekatan etnografi simbolik
atau analisis semiotik untuk menggali lapis-lapis makna dalam tubuh

pertunjukan Jaranan.
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Dengan saran-saran ini, diharapkan seni Jaranan tidak hanya dipertahankan
sebagai warisan kultural, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan nilai, representasi

keadilan budaya, serta platform dialog antara negara, komunitas, dan publik.
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